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Abslract
Entering the 1950's the relationship of the society of West Sumatra (Provinsi Sumatera Tengah) with
the Central Government of the Republic of lndonesia (Rl) worsened. Relating to this context, in
February 1958 a Revolutionary Govemment of the Republic of lndonesia (Rl) was found. This newly
formed govemment declared against the cent al govemment. The govemment dispatched lndonesian
Arms Forces (APRI) to West SumatG to quell the PRRI movement, which resulted in the peace
restoring ol West Sumatra since 1961. This paper discusses the lurbulent relationship of PRRI with
the decline of lslamic parties influence in West Sumataa. Prior to the disturbances in question, the
influence of lslamic padies was as hard as a rock in West SumatE, as noticed in the 1955 Election,
which was the first election in lndonesia. Two lslamic parties, namely Masyumi dan Perti (Persatuan
Tarbiyah Islamiyah), succeeded in securing lhe first and second rank, respectively, in eaming the
votes of 1955 Election. The situation differed in the following elections that were held after the local
turbulent time, lslamic parties no longer have a strong influence. The regional upheaval caused by
PRRI is seen as the main culprit of declining influence of lslamic parties in West Sumatra.
Kewotds: Revolutionary Govemment of the Republic of lndonesia (PRRI), lslamic Pafty, Election
Pendahuluan
Pemilihan umum (pemilu)yang pertama di lndonesia baru bisa diselenggarakan pada bulan
September 1955, yaitu setelah sepuluh tahun lndonesia merdeka dari peniajahan Belanda.
Dari Pemilu 1955 itu muncul empat partai besar di lndonesia yang berhasil mendapatkan
banyak suara pemilih. Keempat partai dimaksud adalah Partai Nasional lndonesia (PNl)
pada posisi yang pertama, lalu disusul oleh partai Masyumi pada urutan kedua, sedangkan
posisi ketiga dan keempat masing-masing ditempati oleh Nahdathul Ulama (NU) dan Partai
Komunis lndonesia (PKl).1 PNI mengantongi suara sebanyak 8.434.653 suara (22,30%),
lalu Partai Masyumi mendapatkan 7.903.886 suara (20,90%), meskipun terdapat perbedaan
jumlah suara namun kedua partai itu sama-sama mendapatkan 57 kursi di parlemen. Partai
NIJ mendapatkan 45 kursi, dan sebanyak 39 kursi diperoleh oleh PKl, sedangkan partai
politik lainnya seperti Partai Sosialis Indonesia (PSl), Partai Serikat lslam lndonesia (PSll)
dan Partai Persatuan Tarbiyah lslamiyah (Pedi) masing-masingnya mendapatkan kurang
dari 10 kursi.'?
PNI sebagai pemenang dalam Pemilu '1955 mendapatkan suara terbanyak dari
daerah pemilihan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berbeda dengan Partai Masyumi. yang
merupakan partai politik berideologi lslam dari aliran reformisme, mengantongi sebagian
besar suamnya dari berbagai wilsyah di luar Pulau Jawa. Salah satu wilayah yang menjadi
basis pendukung dan pemberi suara kepada Partai Masyumi adalah Sumatera Barat yang
ketika itu merupakan wilayah inti dari Provinsi Sumatera Tengah yang berpusat di Bukittinggi
(Sumatera Barat).
Pengaruh partai lslam sangat kuat di wilayah Sumatera Barat sejak awal
kemerdekaan Indonesia hingga dekade 1950-an. Dua partai lslam yaitu Masyumi dan Perti
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mendominasi perolehan suara pada Pemilu 1955,3 namun mengalami kemunduran sejak
dekade 1g6o-an. Pada pemilu-pemilu berikutnya mulai dari era Orde Baru hingga era
reformasi partai-partai politik berlabel lslam tidak lagi berpengaruh kuat di Sumatera Barat
seperti pada era sebelumnya.
Faktor utama yang menyebabkan merosotnya pengaruh partai-partai politik lslam di
Sumatera Barat setelah Pemilu 1955 adalah pergolakan daerah, yang ditimbulkan oleh
gerakan Pemerintah Revolusione. Republik lndonesia (PRRI) sepanjang tahun 1958-1961.
iulisan ini membahas kaitan pergolakan daerah atau gerakan PRRI dengan merosotnya
pengaruh partai-partai lslam di Sumatera Barat, terutama Partai Masyumi dan Partai Perti.
batisan temporal yang dipelajari meliputi tahun 1958 atau awal dimulainya PRRI sampai
dengan tahun 197i yaitu saai diselenggarakannya pemilu yang kedua di lndonesia. Hasil
peniitu tgzt memp;rlihatkan merosotnya peroleh suara partai-partai lslam di Sumatera
Barat, kecenderungan seperti itu terus berianjut ke era pasca 1971.
Partai tslam Di Sumatera Barat Sebelum PRRI
Wilayah Sumatera Barat pada awal kemerdekaan lndonesia merupakan sebuah
kere;idenan di bawah Provinsi Sumatera.l Pembagian wilayah administrasi pemerintahan di
lndonesia pada awal kemerdekaan masih mengikuti pembagian wilayah pemerintahan yang
disusun Belanda pada tahun 1920-an. lndonesia dibagi ke dalam delapan provinsi, salah
satu di antaranya adalah Provinsi Sumatera, dan setiap provinsi membawahi beberapa
keresidenan.
Status keresidenan bagi wilayah Sumatera Barat bertahan hingga berakhirnya
perang kemerdekaan menghadapi Belanda, yang ingin mengembalikan jaiahannya di
lndonesia selepas Perang Dunia Kedua. Sebelum dihapusnya status keresidenan, suasana
darurat yang ditimbulkan oleh Agresi Militer Belanda Kedua pada akhir tahun '1948 maka
wilayah Sumatera Barat sempat dijadikan sebagai sebuah gubernuran yang dipimpin oleh
seorang gubernur militer. Residen Mr. Sutan Mohammad Rasjid diangkat menjadi Gubernur
Militer Stmatera Barat, dan gejala serupa juga terjadi pada semua keresidenan di Pulau
Sumatera.5 Setelah Belanda mengakui kemerdekaan lndonesia, Provinsi Sumatera dipecah
menjaditiga provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Tengah.
Bersamaan dengan pembentukan tiga provinsi di Sumatera, maka status
keresidenan dihapuskan sehingga di bawah unit provinsi langsung terdapat unit
pemerintahan kabupaten dan kotapraja. Bekas wilayah Keresidenan Sumatera Barat, Riau,
dan Jambi disatukan ke dalam Provinsi Sumatera Tengah. Provinsi Sumatera Tengah mulai
aKif pada tanggal 1 Februari 1950, pusat pemerintahan berada di Kota Bukittinggi. Wilayah
pemerintahan Sumatera Tengah terbagi atas 14 kabupaten dan 2 kota besar dengan
perincian I kabupaten berada di wilayah Sumatera Barat,4 kabupaten di Riau, dan 2
kabupaten berada di Jambi, sedangkan 2 kota besar yaitu Padang dan Bukittinggi yang
keduanya berada di Sumatera Barat-6 Keberadaan Provinsi Sumatera Tengah berlanjut
hingga meletusnya gerakan PRRI di Sumatera Barat.
Sebagian besar wilayah Sumatera Barat ditempati oleh etnis Minangkabau yang
dikenal sebagai penganut agama lslam yang taat. Tidaklah mengherankan kalau diwilayah
Sumatera Barat berkembang ungkapan'Adat bersendi Syarak (agama lslam), dan Syarak
bersendi Kitabullah (Al-Quran)." Menurut tradisi yang berlaku dalam kehidupan etnis
3Herbert Feith, terj., Pen,rlih on unurn 1955 Di tn.lohesio {lakatu: &pustakaan Populer Gramedia, 1999), hal 83'84'
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Republik tndonesio lJakafta: Pustaka Utama Ghfiti,1997), hal.32'35-
sAhamad Husein, et al., se./?toh Petjuanson Kenedekodn R.l. Di Mindnskabau/Riou 1949'1950 Jilid tt llakana: aPStM'
1992), hal. ,14-48.
66usti Asoan, Pemerirtoh su 
^atera 
Boroa Dori voc Hingqa nerormd, (Yogyakarta: citB Pustaka, 2006), hal- 135-137-
Paceeclings of the 1! lntemational Conferenco on Malaysi ndonesia Relations
Minangkabau, setiap suku (kaum) diharuskan memiliki minimal satu surau tempat belajar
agama, dan setiap nagari diharuskan memiliki paling tidak satu unit masjid.T
Etnis Minangkabau adalah penganut agama lslam yang dinamis dan kreatif'
mentalitas seperti itulah yang mendorong terjadinya beberapa kali gerakan pembaharuan
terhadap ajaran lslam di Sumatera Barat. Pembaharuan gelombang pertama dilakukan oleh
Kaum Paderi yang dipimpin oleh beberapa orang ulama seperti haji Sumanik dan Haji
Piobang yang baru saja pulang dari Tanah Suci Mekkah. Gerakan pembaharuan itu dieknal
dengan sebutan Gerakan Paderi yang berlangsung dari tahun 1803 sampai dengan tahun
182i. Pembaharuan yang dilakukan Kaum Paderi bertujuan untuk memumikan ajaran lslam
dari berbagai penyimpangan seperti pengeramatan kuburan, kebiasaan meminum tuak, dan
menghisap candu.3
Gerakan Paderi menimbulkan kerusuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat,
terutama di pedalaman Sumatera Barat. Untuk mengatasi kerusuhan itu, maka beberapa
orang penghulu (pemuka masyarakat) dari wilayah pedalaman Minangkabau meminta
bantuan pemerintahan kolonial Belanda, yang telah terbentuk di Padang sejak tahun 1819
Perjanjian ditandatangani pada tanggal 10 Februari 1821,s yang mengawali intervensi
Belanda dalam mengatasi kerusuhan akibat Gerakan Paderi
lntervensi Belanda menimbulkan pedawanan orang Minangkabau, sehingga
terjadilah Perang Paderi yang dimenangkan oleh Belanda pada tahun 1837. Sejak
berakhirnya Perang Paderi maka dimulai pulalah era peniajahan Belanda di Sumatera Barat.
Pemerintah kolonial Hindia Belanda berhasil menguasai seluruh Sumatera Barat mulai dari
kawasan pesisir hingga kawasan pedalaman.
Kehadiran Belanda di Sumatera Barat membawa corak baru di bidang kebudayaan
seperti meliputi bentuk pakaian dan gaya hidup. Selain itu Belanda juga memperkenalkan
lembaga pendidikan moderen yang be.sifat sekuler seperti Normal School' volkschool,
Veyotgschool, dan Holland lnlandsce School (HlS) guna mendidik rakyat pribumi menjadi
calon tenaga pegawai yang terdidik.lo Keberadaan kebudayaan moderen yang dibawa
bahgsa Belanda itu mendorong terjadinya gerakan pembaharuan Islam yang dilakukan
ulafia Kaum Muda di Sumatera Barat pada permulaan abad ke-20. Gerckan Kaum Muda
menganjurkan umat Islam agar bersikap terbuka terhadap pengaruh kebudayaan Barat
Umat lslam harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sejauh tidak
bertentangan dengan keimanan.
Salah seorang tokoh gerakan Kaum Muda adalah DR. Haii Abdul Karim Amrullah
(ayah Buya Hamka) yang lahir di Maninjau pada tahun 1879.11 la merintis pendidikan lslam
bercorak moderen melalui Surau Jembatan Besi di Padanqpaniang dalam tahun 1910-an.
Selain belaiar pengetahuan agama, murid Surau Jembatan Besijuga diajarkan pengetahuan
sekuler seperti kimia, bahasa Belanda, geografi dan sejarah- Penyelenqgaraan pendidikan
meniru sekolah Belanda yaitu memakai kelas, papan tulis, buku, ujian, rapor, murid
memakai kemeja dan boleh bersepatu.l2 Model sekolah yang sama iuga berdiri di Parabek
dekat Bukiftinggi, Padangjapang dekat Payakumbuh, Maniniau dan lain-lain.
lde modemism lslam yang digerakkan oleh Kaum Muda semakin berkembang
setelah masuknya pengaruh organisasi pembaharuan lslam Muhammadiyah dari Jawa ke
Sumatera BaIat. Dalam tahun 1929 sudah berdiri cabang-cabang Muhammadiyah pada
beberapa tempat di Sumatera Barat seperti di Maninjau, Padangpanjang, Batusangkar,
Tumar Junus, "(ebudavaan MinanEkabau", dalam KoentjaEninsrat, ed, MonBio DoD Kebudopo, tndonesio (lakarta:
Diambatan, 1985), hal.243 2rl4 dan 2s5 dan 256.
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Payakumbuh, Pariaman, dan Padang. 13 Menurut Taunk Abdullah, Kaum Muda lebih
dominan pengaruhnya sehingga wilayah Sumatera Barat muncul menjadi kawasan yang
dikuasai ide-ide modernism lslam.la
Setelah lndonesia merdeka pemerintah Rl segera menggalang kekuatan politik dari
kalangan rakyat, pemerintah dengan Maklumat No. )01945 menghimbau agar rakyat
membentuk partai-partai politik guna menyalurkan paham mereka secara teratur. Kaum
Muda Sumatera Barat segera meresponi seruan pemerintah itu dengan membentuk Partai
MIT (Majelis lslam Tinggi) di Bukittinggi pada tanggal 22 Desember 1945, sementara ulama
dan pengikut Kaum iua telah duluan mendirikan Partai Perti (Persatuan Tarbiyah
lslamiyahj.ls Pada bulan Februari 1946 Partai MIT berubah meniadi cabang Partai Masyumi
di Sumatera Barat.16
Dari awal kemerdekaan hingga Pemilu 1955 Masyumi merupakan partai lslam yang
paling berpengaruh di Sumatera BaIat. Pendukungnya adalah pengikut paham Kaum Muda
ierma'suk irluliammadiyah. Beberapa orang aktivis Masyumi menempati berbagai .iabatan
penting di Sumatera liarat pada awal kemerdekaan seperti Mazuki Yatim menjadi Wakil
ketua-KNID (Komite Nasional lndonesia daerah)' dan Saalah Yusuf Sutan Mangkuto
menjadi Bupati Solok.l7 Selain itu diangkat pula Nasruddin Thaha menjadi Kepala Jawatan
Aga;a, Malik Ahmad sebagai Kepala Jawatan Sosial, dan Diar Karim menjadi Kepala
J;watan Pendidikan adalah juga kader Masyumi.ls Pengaruh Partai Masyumi iuga tertihat
ketika dilakukan pemilihan walinagari secara serentak diSumatera Barat pada pertengahan
tahun '1946, sekiiar 90o/" kader Masyumi terpilih menjadiwali nagari.le
Pada Pemilu 1955, yang merupakan pemilu pe(ama di lndonesia, dua partai lslam
yaitu Masyumi dan Perti mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua di Sumatera
iengah. Dari Daerah pemilihan Sumatera Tengah Masyumi mendapatkan 797'692 suara,
disu;ul Perti sebanyak 351.768 suara.2o Perclehan suara kedua partai politik lslam di
Sumatera Tengah ita sebagian besar diperoleh dari wilayah Sumatera Barat. Dari 1.187.348
orang pemilih ielah memberikan suaranya sebanyak 510.8* untuk Masyumi dan 290.393
suara untuk Perti.21
Pergolakan Daerah dan Kemunduran Partai lslam
Pasca Pemilu '1955 hubungan pemerintah pusat dengan daerah Sumatera Barat memburuk,
indikasinya mulai terlihat ketika diadakan reuni bekas anggota Divisi ganteng. Divisi
Banteng merupakan Divisi lll/TKR Sumatera Tengah yang berhasil menjadikan wilayah
Sumatera Barat sebagai benteng Rl, sehingga Pemerintah Darurat Republik lndonesia
(PDRI) bisa bermarkas dengan aman di Sumatera Barat. Pada bulan Oktober 1949 yaitu
ketika perang kemerdekaan akan berakhir, maka pemerintah menciutkan Divisi Banieng
menjadi satu brigade di bawah komando Medan.
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Penciutan Divisi Banteng menyebabkan sebagian prajurit terpaksa diberhentikan,
tindakan itu menurut R.Z.Leirissa terasa seperti "habis manis sepah dibuang"." Akibatnya
sebagian masyarakat Sumatera Barat kecewa terhadap pemerintah pusat. Kekecewaan
masyarakat juga bertambah ketika pemerintah pusat mengangkat Ruslan Muljohardjo,
seorang birokrat dari etnis Jawa, menjadi Gubernur Sumatera Tengah pada awal tahun
1950.'?3 Kebi.iakan pemerintah pusat itu ditafsirkan telah mengecilkan kemampuan etnis
Minangkabau, padahal mereka berperan penting dalam melahirkan dan memimpin RI pada
waKu ifu.24
Reaksi terhadap tindakan pemerintah pusat itu mewamai suasana reuni bekas
anggota Divisi Banteng pada tanggal 21-24 November 1956 di Padang.2s Keputusan reuni
antara lain adatah menuntut otonomi daerah, dan dihapuskannya sentralisasi birokrasi.26
Tuntutan tersebut bertujuan agar putera daerah diberi kesempatan untuk mengatur
daerahnya, mengingat berbagai jabatan di Sumatera Tengah ketika itu seperti gubernur,
kepala kejaksaan, dan kepala jawatan penerangan diduduki oleh etnis Jawa.27
Untuk memperjuangkan keputusan reuni maka dibentuk Dewan Banteng yang
diketuai oleh Letkol Ahmad Husein, memiliki sebanyak 17 anggota yang mewakili berbagai
golongan dalam masyarakat seperti ulama, ninik-mamak, dan tokoh pemerintahan.23
Asprirasi reuni disampaikan kepada Gubemur Sumatera Tengah Ruslan Muljohardio guna
diteruskan kepada pemerintah pusat, namun tidak berjalan dan malahan pada tanggal 20
Desember 1956 Gubemur Ruslam menyerahkan jabatannya kepada Letkol Ahmad
Husein.29
Partai Masyumi mendukung tuntutan daerah Sumatera Tengah (dan Sumatera
Barat), mengingat dari daerah itulah Masyumi mendapatkan banyak suara pada Pemilu
1955. Dalam Kongres Masyumi di Bandung pada bulan Desember 1956 dibahas soal
pergolakan daerah, dan menuntut Kabinet Ali Sastroamidjojo membubarkan diri karena
dinilai tidak mampu mengatasi krisis daerah.s Selain itu Masyumi kemudian juga menolak
Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957 yang bertujuan membentuk sebuah
kabinet gotong royong dengan mengikutsertakan PKl.31 Masyumi adalah merupakan partai
lslam yang sangat anti pada PKl, seperti yang sering mengemuka pada kampanye untuk
Pemilu 1955.
Pada awal tahun '1958 beberapa orang tokoh Masyumi yaitu Moh. Natsir, Mr
Burhanuddin Harahap, dan Mr. Sjafruddin Prawiranegara merasa tidak aman di Jaka(a
sehingga memutuskan untuk bergabung dengan perwira daerah bergolak guna menekan
pemerintah pusat.32 Pemerintah temyata tidak proaktif dalam menanggapi tuntutan daerah,
sehingga Ketua Dewan Banleng Ahmad Husein mengeluarkan ultimatum kepada
pemerintah pusat. lsi ultimatum itu antara lain adalah agar Kabinet Djuanda mengembalikan
mandatnya dalam waktu 5 X 24 iam, lalu mengangkat Hatta dah Sultan Hamengku Buwono
lX sebagaiformatur kabinet baru yang jujur dan anti komunis.s
Ultimatum itu ditolak oleh pemerintah pusat, dan Ahmad Husein kemudian
mengumumkan terbentuknya PRRI beserta susunan Kabinet PRRI pada tanggal 15
Februari 1958. Beberapa orang tokoh Masyumi duduk dalam Kabinet PRRI yaitu Mr.
11R.2-Leititsa, PRRI-Pethesto: Stoteqi MemboDgun l"do.esid fonpa KomuDis Uakada: PT Pustaka Utama Grafiti, 1991),
hal.35 36.
2rKementerian Penerangan Republik lndonesia, op.c,t, hal. 312-313.
"lchlasuk Amal, "Hubungan Pusat-Daerah: (asus sumatera Barat Dan Sulawesi selata.", dalam Prismo (No. 12, 1985), hal.
7176.
?sR.Z.Leirissa, op..,a" hal. 37-38.
1lA.A.Na.ution, Memenubi Pohggiloh Tugot .lilid 4: Mdsd Pohcotobd Keduo Uakafia: Pi Guung AguDC, 1984), hal. 8-9
,3R.Z.Leirissa, op.cia, hal. 41-,14.
lqtbid., hal. 56 57 .
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rlHerbed Feith, Ii€ De.lire of constitutionot Demo.ro.y in lrdo.esio (lthaca dan London: Cornell University Press, 19781,
hal.355'357.
l2Deliat Noe\ Ponoi tslom Di Pentos Nosiondl 794s-796s 0akarta: Pt Pustata Utama Graiti, 1987), hal. 374 375.
BA4ip Rosidi, sjdruddih Ptowituhesotu Lebib Tdkut Kepodo Aloh swr lakana: hn Hayu c ress, 1980), hal. 209-210.
Por-tic and Soc,a/ rssues and Developnent ln lvklaysia and Indonesia
Sjafruddin Prawiranegara menjadi perdana menteri merangkap menteri keuangan, Mr'
Burhanuddin Harahap menajadi menteri kehakiman.s PRRI didukung oleh sebagian besar
masyarakat Sumatera Barat, kecuali orang-orang PKl. Menurut R.Z.Leirissa, semangat
pem'bungunan dan anti komunisme telah menyatukan rakyat Sumatera Barat dengan
gerakan PRR|.3s
Untuk mengamankan daerah Sumatera Barat yang merupakan pusat PRRI' maka
pimpinan Angkat P;rang Republik lndonesia (APRI) menyiapkan "Operasi 17 Agustus" yang
dikomandani-Kolonel Ahmad Jani. Pasukan APRI memulai serangannya pada tanggal 17
April 1958, dan pada hari itu juga kota Padang dapat diduduki.s Pada bulan Mei 1958
semua kota-kota pusat pemerintahan berhasil direbut oleh pasukan APRI, sementara orang-
orang PRRI melakukan gerilya di wilayah pedesaan.
Pada tahap awil berlangsungnya operasi militer APRI, kegiatan administrasi
pemerintahan lumpuh, pejabat dan pegawai melakukan pengungsian guna menyelamatkan
diri. Untuk mengi'iaupkan kembali pemerintahan, maka pemerintah pusat membentuk
Provinsi Sumatea Barat, dan pada tanggal 17 Mei 1958 Kaharuddin Datuk Rangkayo Basa
diangkat menjadi Gubemur Sumatera Barat.3? Banyak pejabat dan pegawai pemerintahan
kemEali dari daerah pengungsian untuk bekerja lagi seperti biasa. Dalam tahun 1961
keamanan di daerah Sumatera Barat berhasil dipulihkan kembali, karena sebagian besar
tokoh dan pengikut PRRI telah menyeahkan diri ke pangkuan lbu Pertiwi
eeigolalan daerah di Sumatera Barat telah mengakibatkan hancumya kekuatan
Partai Masyumi. Presiden Soekamo mengeluarkan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959'
yang menlgaskan bahwa partai politik akan diakui keberadaannya bilamana partai
6ers"angt<uta-n menggunakan jalan damai dan demokratis dalam mencapai tuiuannya s
Masyui.ri terpaksa oiOuua*an karena sebagian pemimpin dan pengikutnya terlibat dalam
gera-kan PRRI. Kader Masyumi terpaksa diberhentikan dari anggota dewan legisiatil guru
dan pegawai pemerintahan, mereka digantikan oleh orang-orang berpaham kiri (PKl).
Pxl toleh dikatakan satu-satunya partai politik yang anti dan tidak terlibat dalam
gerakan PRRI, sehingga mendominasi peta perpolitikan di Sumatera Barat pasca
[ergolakan daerah hingga meletusnya Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965.
Partai Perti yang merupakan pemenang kedua di Sumatera Barat pada Pemilu 1955'
terpaksa melakukan politik akomodatif dengan kondisi politik pasca pergolakan dan luntutan
Demokrasi Terpimpin. Dalam konteks itulah misalnya Pimpinan Perti H.Siradjuddin Abbas
sering mengikuti i<ongres luar negeri yang diselenggarakan negara-negara komunis s
Menjahng meletusnya Peristiwa G3oS 1965 Perti mengalami perpecahan' terdapat
kelompoli yang mendukung ideologi komunis (Nasakom) yaitu kelompok Siradjuddin Abbas
pada tingkat pusat dan Munjar Attiny di Sumatera Barat, dan kedua yaitu kelompok Syekh
bulaiman Ar-Rasuli (lnyik Tirndung) yang memilih kegiatan di luar bidang politik.4o
Tidak lama setelah Peristiwa G30S 1965, kekuasaan Presiden Rl beralih ke tangan
Soeharto, dan lndonesia memasuki era Orde Baru. Pemerintah Orde Baru menggagas
pelaksanaan pemilu pada bulan Juli 197'1, yang merupakan pemilu kedua di lndonesia-
Presiden Soeharto mengizinkan pembentukan Partai Muslimin lndonesia (Parmusi) sebagai
penerus aliran politik l\rasyumi. Presiden mengeluarkan Keppres Nomor 70 Tahun 1968
ianggal 20 Februarj 1968 yang mengakui berdirinya secara sah Parmusi,4l namun
ditegaskan oleh pemerintah bahwa kepengurusan partai tidak boleh melibatkan bekas tokoh
Masyumi baik pada tingkat pusat maupun daerah.
!A.H-Nasution, op-cit, hal, 184-185.
$R.Z.Leirissa, op.cii., hal. 59-60.
16A.H.Nasution, op,6it, hal- 238-240.
l1Minb tndonesid (Min9cuan hdependen,9 &ustus 19s8), hal- 11.
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3e/bd., hal.396-397.
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41"Partai Muslimin Indonesia Dlsahkan",dalam Harian (ompos (21Feb.uari 1968), hal.ldan lll.
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Sementara itu, pengikut Perti dari kelompok lnyik Tjandung menyatakan keluar dari
Perti sebagai partai politik, dan memilih bertahan dalam Perti sebagai organisasi pendidikan
l\rereka m;nyatakan bergabung ke dalam Golongan Karya (Golkar) yaitu-organisasi politik
yang dibesarkan militer dan rczim Orde Baru. menghadapi Pemilu 197'1."2 Langkah serupa
juga" diikuti oleh ulama dan tokoh-tokoh Perti lainnya bersama barisan pengikutnya €
'P6rpecatran Perti telah mengakibatkan lemahnya pengaruh pa(ai itu dalam menghadapi
Pemilu 1971.
Parmusi dan Perti serta delapan partai dan organisasi politik lainnya menjadi
kontestan yang bertarung dalam perebulan suara pada Pemilu 1971. Pergolakan daerah
beserta akiba yang ditimbulkannya telah mengubah peta kekuatan politik di Sumatera Barat'
Semula Parmusi ldutu Masyumi) dan Perti merupakan dua buah partai lslam yang
berpengaruh di Sumatera Birat, maka setelah era pergolakan daerah kedua pa(ai itu
mengalami kemunduran.
Dalam Pemilu 1971 di Sumatera Barat, dari 1.206.326 suara sah maka sebanyak
762.241 suarc (63,'19%) dikantongi oleh Golkar, yaitu organisasi politik pemerintah yang
dipimpin oleh aparat militer. Parmusi menempati posisi kedua dengan mendapatkan
zi+.d1z suara (22,77%\, dan Perti pada tempat ketiga dengan mengantongi 84.063 suara
(6,97%).4 Tujuh kontesian lainnya mendapatkan suara antara o'41ol" sampai dengan 2,96%'
Kesimpulan
Semenjak permulaan abad ke-20 wilayah Sumate.a Barat didominasi oleh ide-ide
modemisme lslam yang diperkenalkan oleh Kaum Muda. Mereka bersikap terbuka terhadap
pengaruh kebudayaan Barat (Belanda) terutama di bidang pendidikan, sejauh tidak
Lert6ntangan dengan akidah atau nilai-nilai keislaman. Pada awal kemerdekaan ulama dan
pendukung gerakin Kaum Muda menyalurkan aliran politiknya ke dalam partai Masyumi-
iioat<tatr mengherankan kalau Masyumi berkembang menjadi partai lslam yang paling
berpengaruh di Sumatera Barat. Kemudian disusul oleh pa(ai Kaum fua yaitu Perti, sebuah
partai lslam beraliran konservatlr.
Setelah era pergolakan daerah tahun 1958-1961, pengaruh kedua partai lslam itu
menurun drastis. Keterlibatan tokoh dan pendukung Masyumi dalam gerakan PRRI telah
melemahkan ketangguhan partai Parmusi (pewaris aliran Masyumi) dalam Pemilu 1971.
Sementara itu, perpecahan yang melanda Perti pasca pergolakan daerah, menyebabkan
sebagian pengikutnya menyatakan keluar dari partai dan bergabung dengan Golkar pada
Pemiiu 1971. Selama era orde Baru (1966-1998) Golkar selalu menjadi pemenang dalam
setiap pemilu di Sumatera Barat. Memasuki era reformasi partai lslam tidak pemah
menempati posisi kesatu dan kedua dalam tingkatan perolehan suara pada setiap pemilu
('1999, 2004, 2OOg dan 2014). Tiga partai besar yang berpengaruh di Sumatera Barat sejak
awal reformasi hingga dewasa ini adalah Golkar, PAN, dan Partai Demokrat.
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